
Mengingat 

bahwa sesual ketentuan pasai 66 Peraturan 
Pemerinlah Nomor 72 Tahun 2005 tentang 
Dese, perlu membenluk Peraturan Daerah 
tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan 
Pembangunan Desa. 

1. Undang-undang Nemer 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten 
dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-undano Nomor tOTahun 2004 lentang 
Pembentukan Peraturan Perundang­ 
undangan (Lembaran Negara Republlk 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4389), 

3. Undang-undeng Nomor 25 Tahun 2004 tcnt:tng 
&stem Parencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik lndooesia Tahun 
2004 Nomor 104. Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ); 

Menmbang 

BUPATI BANYUMAS 

OENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

TENTANG 

PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN DESA 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS 
NOMOR 2.0 TAHUN 2006 

LEMBARAN DAERAH 
KABUPATEN BANYUMAS 

TAHUN 2006 NOMOR 12 SERIE 

PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN CESA 

TENTANG 

PERATURAN OAERAH KABUPATEN BANYUMAS 

NOMOR 20 TAHUN 200G 

LEMBARAN DAERAH 
KABUPATEN BANYUMAS 

TAHUN 2006 NOMOR 12 SERI E 
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Oalam Peraturan Daerah ini yan9dimaks-.1ddergan: 
1. Daersh adalah Kabupaten Banyumas. 
2. Pemerintah Oaerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah 

sebagai IXISUr penyelenggara pemerintahandaerah. 
3 Pemerlntahan Desa ada ah penyelenggaraan urusan 

peme11ntahan oleh Pemerintah Desa dan Sadan 
Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mcngurus 
kepenbngsn masysrakal seterrpit berdasarkan asal usul dan 
adat istiadal setempat yang diaku1 dan dihormati dalam Sistem 
Perremtahan Negara Kesatuan Repul>jk Indonesia 

~ Pemennrah oesa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa 
sebaga1 unsur penyelenggara pememtahan desa. 

5. Kecamatan adalah wilayah kelja CaMal sebaga, Perangkat 
Daersh KabJpaten. 

6. Camat adalah pi"'l)inan perangkat daerah kecamatan yang 
wiayah ke~anya meliputi desa-desa yang oersanakutao 

7. Desa adalah xasaruan masyaracat hukum yang memilld batas­ 
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur oan men91.1ru; 
kepentngan masyarakat setempat berclasarkan asal-usul dan 
adat isliadat setempat yang diakui dan dihormati dalaM Sistem 
Pemer111tahan Negara Kesatuan Repub'ik Indonesia. 

8. Pelaku perroangi.nan adalah pemerintah daerah, masyarakal 
dan dunia usaha. Perguruan Tinggi, LSM Organlsasl Po1tik dan 
Organ,sasi Masa. 

9. LPMD ada ah Lem bag a Pemberdayaan MasyarakatDesa. 
10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan sclanjutnya 

d isingkat Musrenbang adalah forum an tar pelaku 
pembangunan dalam rangka menrusun rencana 
pembangunan desa. 

Pasal 1 

KETENTUAN UKJM 

BABI 
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Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN 
BANYUMAS TENTANG PEDOMAN 
PENYUSUNAN PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN DESA. 

MEMUTUSKAN: 

Dengan Perse'4uan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN BANYUMAS 
dan 

BUPATI BANYUMAS 

4. Undang·undang Nomor 32 Tahun 2004 tentano 
Pemerintahan Daerah (Lemt>aran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4437) sebagalmana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 
2005 rentang Peruoanan Atas Undang-undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia 
Tal'lun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran 
Negara Rell'bllklndonesia Nomor4548); 

5 Peraturan f'emerlnl;lh Nomor 72 Tahun 2005 
tentang Desa (Lembaran Negara Republi< 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tarnbahan 
Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 
4587). 
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(1) Asas perencanaan peml>angunan desa diselenggarakan 
bsrdasarkan demokrasl, dengan prlnslp-prinslp kebersamaan, 
berl\ead Ian, berkelanjutan, berwa1Vasan lingkungan serta 
kemandman dergan menJaga kese,mbangan can kesatuan 
nasional 

(21 Tujuan Penyusunan perencaraan pembangunar desa ada ah: 
a lersusunnya dokumen perencanaan desa yang sisterratis. 

terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap te-hadap 
perubahan 

b. menjamin terciptanya lntegrasi, Sinkrorisa$i dan Sinergi 
dalam penyusunan perencanaan pembang1.iran antar desa, 
kecamatan dan kabupaten, 

c, menjam1n keterkaitan dan konsisten~ an:ara perencana.an, 
penganggaran. pelaksanaan pengendallan oan 
pengawasan pembangunan. 

d. mengopttmalkan peran sena pemenntah cesa, masyarakat 
dan dunia 1.1sal-ta dalam perencanaan perrbangunan desa 

Paa! 3 

A.sas dan Tujuan 

Bagian Pertama 

PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA 

BABIU 
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(1) Set1ap dssa waJib menyusun perenc:anaan pem:>angunan 
desa. 

(2) Perencanaan pembangunen desa sebaga;mana dimaksud 
dalam ayal (I) dlsusun secara partislpatif oleh Pemerintahan 
Desa sesualdengan kewenangannya. 

(3) Perencanaan pembangunan desa sebaga1mana dlmaksud 
dalam ayat(1) terdlri atas : 
a. Roncana Pembangunan Jangka Menengah Oesa (RPJM 

Desa); 
b. Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa). 

(4) RPJM oesa sebagalrnana dlmaksud dalam ayat (3) huruf a 
ditetapkan dengan Peraturan Desa 

(5) RKP Oesa M1baga1mana d1maksud pada ayat (3) hurut b 
ditetapkandengan Peraturan KepalaOesa. 

Pasal2 

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA 

BAB II 

11. Musrenbang Oesa adalah forum antar pelaku datam rangka 
menyusun perencanaan pembangunan desadiwilayah Oesa. 

12. Rencana Pembangunan Jangl<a Menengah Desa ya,g 
selanjutnya disingkat (RPJM Dess) adalah dokumon 
perencanaan pembangunan Desa untukperiode5Tahun. 

13. Rencana Kerja Pembangunan Oesa yang selanjutnya disingkat 
RKP Oesa adalah peruabaran darl RPJM Oesa unl1.1K jangka 
walctu 1 Tahun yang d11etapkan oleh Kepala Desa. 

14. Anggaran Pendapatan dan BelanJa Desa yang selan1utnya 
disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan 
pemerintehan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh 
Pemerintah Desa dan BPD. yang ditetapkan dengan Peraturan 
Oesa. 
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(1) Has• musrenbangc:t.sa terd,n atas: 

PasaJ 9 

Hasll Muarenbang Desa 

Bagian Kelima 

(1) RPJM Oesa memuat visi, misi dan arah pcmbangunan desa 
dengan mengacu pade RP.N Kabupaten, Provinsl dan 
Nasional. 

(2) RP JM Desa dijabarilan dalam rencana kerja tahunan yang 
disebut RKP Oesa. 

Pasal8 

Substansi Perencanaan Pembangunan Cesa 

~Ian Keempat 

(1) Penyelenggaraan Musrenbang jangka menengah desa 
dilal\sanakan paling lambat 1 Tahun sebelum berakh mya 
RPJMDesa 

(2) Penyetenggaraan musrenbang Tahunan desa dilaksariakan 
paling lambat 1 bulan sebell.m berakhimya periode RKPOesa. 

(3) Dalam hal desa bell.m memiliki RP.N Desa dan RKP Desa 
maka penyusunan RPJM Oesa dan RKP Desa dirnulai sejak 
ditetapkannya Peraturan Daerah Tentang Pedoman 
Penyusunan Perancanaan Pembangunan Desa. 

Pnal7 

Jangka \'\laktu Penyelenggaraan Muuenbang 

Bagian Ketiga 

Kepolo Desa bertanggungjewab menyusun RPJM Dose untuk 
jangka wak1u 5 Tahun dan setanjutnya menyusun RKP Oesa untuk 
jangkawaklu 1 Tahun. 

(1) Penyusunan RPJM Desa dilakulr.an meialui urutan keg atan: 
a. penyusunan rancangan RP JM Desa; 
b musyawarah perencanaan pembangunan jangka 

menengah; 
c. penetapan RPJM Desa oleh Kepala Desa Bersama BPD. 

(2) Penyusunan RKPDesa dilakukonme'alul urutan kegiatan 
a. penyusunan rancangan RKP Desa berdasarkan RPJM 

Desa; 
b. menyelenggarakan musrenbang tingkatdusun; 
c, menyelenggarakan musrenbang llngkatdesa; 
d penetapan RKP Desa oleh Kepata Desa. 

Pasal6 

(1) Penyusunan perencanaan pembangunan desa dlsusun melalui 
musrenbang. 

(2) Musrenbang terdiri atas musrenbeng jangka menengah, den 
musrenbang tehunen. 

(3) Musrenbang jangka menengah diselenggarakan dalam rangka 
penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa 
(RP JM Desa) untukjangka waktu 5 tahun. 

(4) Musrenbang tahunan diselenggarakan caiam rangka 
menyusun rencana pembangunan tahunan desa (RKP Desa) 
untukjangka waktu 1 tohun. 

PasalS 

Pasal4 

Tahapan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa 

Baglan Kedua 
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(1) Bagi desa yang tidal( menyusun perencanaan pembengunen 
desa clan atau pelaksaraan pembangunan desa tidak sesua 
dengan perencanaan pembangunan desa scbageimana diatur 
dala'll Peraturan Oaerah lni maka diberi sanksl berupa 
penundaan bantuanAPBO 

Pasal 14 

BABV 

SANKS! 

Hasil pengendal en sebagaimana dimaksud pada Pasa' 12 
digunakan sebagai bahan evaluasi Bupali atau Unit Keqa yang 
ditunjuk ole'i Bupati yang selanjutnya oleh Pemerintah Desa dapat 
d gunakan sebagai bahan penyusunan perencanaan 
pembanguran desa 

EVALUASIPEl.AKSANAANPERENCANAAN 
PEMBANGUNAN DESA 

Pasal 13 

BABIV 

(2) Bupati dalarn Pengendafian sebagaimana dimaksud oatam 
ayat (1 )dapat meJimpahkan kepada unitkelja Teknis. 

(3) Pelaksanaan pengendalian sebagaimana dltr.iksud dalam 
ayat ( 1} meliputi : 
a Pemberian pedanan dan standar dalam pe aksanaan 

perencanaan pemt>angunan desa; 
b. Pemberian birrtilngan supeN1ser dan konsultasi atas 

pelaksanaan perencanaan pembangunan desa; 
c Perencanaan, peneMian, pengembangan, pemantauan dan 

evaluas alas pelaksanaan perencanaan pembangunan 
desa. 
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(1) Pengendellan atas penyelenggaraan peroncenaan 
pembangunan desa dilat«.anakan oleh Bupoti. 

Pasa112 

PENGENOALIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA 
\ 
J 

BAB Ill 

Pembiayaan pelaksanaan perencanaan pembangunan cesa 
sarnpal dengan ditetapkan hasil musrenbang desa bersumberdarl 
APB Oesa yang besarnya disesua.kan dengan kemampuan 
keuangan desa. 

Pasal 11 

Pombiayaan 

Baglan Kelima 

Peserta musrenbang desa adalah utusan dari lembaga-lembaga 
kemasyarakatan desa, 

Peserta Musrenbang Desai 

Pasal10 ' J 

a Daftar prioritas kegiatan yang akan dilaksanal.an sendiri oleh 
deaa dengan mengunakanAPB Desa; 

b. Oaftar prioritas kegietan yang diusulkan ke tlngkat 
Kecamatan untuk dibiaya1 oleh APBD Kabupaten, Provins!, 
APBN serta sumber dana lahmya; 

c. Daftar nama utusan yang axan membahas hasil 
musrenbang desa pada forummusrenbang Kecamatan 

(2) Hasil musrenbang desa sebagaimana d1maksud dalam ayat (1) 
dituangkan dalamberlta acara musrenbang desa. 
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Agar eetlap orang mengetahuinya, memerlntahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini delem Lembaren Daereh 
Kabupaten Banyumas 

Peraturan Daerah Kabucaten Banyumas ini mulai bertaku peda 
tanggatdlundangkan. 

Pasal 17 

Hal-hal yang belum dlatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang 
mengenal taknls palaksanaannya axan dtatur lebin lanjut dengan 
Peraturen Bupati. 

Pasal16 

KETENTUAN PENUTUP 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUW.S NOMOR 12 
SERIE 

BAB VIII 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS 
td. 

SINGGIH WIRANTO, SH, M Hum 
NIP. 500 066 384 

(1) Ketentuen-ketentuan yang mengatur tentang Perencanaan 
Pembangunan Desa masih tetap bertaku sepanjang tidak 
bertentangan dengan Peraturan Daerah lni. 

(2) Peraturan desa tentang Perencanaan Pembangunan De.a 
dltetapkan paling lama 1(satu) Tahun sejek peraturan daerah 
lnidltetapkan. 

Diundang~an di Purwokerto 
Pada langgal 29 Desember2006 

Pasal15 

KETENTUAN PERAUHAN 
BUPATI BANYUMAS, 

ltd. 
ARIS SETIONO 

BABVI 

Ditetapkan di Purwokerto 
pada tanggal 29 Oesemtler2006 

(2) Ketentuan tentang pemberian sanksl sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) dietur leblh lenjutdengen Peraturan Bupati. 
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Cukup jelas. 
Cukup jetas. 

Cukup Jelas. 
Cukup ielas. 
Cukup jelas. 
Cukup jetas. 
Cukup JQlas. 
Cul<up jelas. 

Pasal 1 
PasaJ 2 
Pasal3 
Pasal4 
Pasat5 
Pasal6 
Pasal7 

Ayat 1 
Ayat2 

II. PENJELASAN PASAL DE,... PASAL 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah, yang dlmaksud oesa adalah kesatuan 
masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang 
berwenana untuk me'lgatur dan mengurus kepentingan 
rnasyarakat setempat, berdasarl<an asat-usut dan adat lslladat 
setempat yang diaku, dan dihormati dalam sistem 
Pemerinlahan Negara Kesaluan Republik Indonesia. 
Pemhangunan yang akan datang akan menghadapi banyak 
perubahan dan kandala, aklbal pesatnya kema1uan 1lmu 
pengetahuan dan teknolog1 sena pengaruh globalisasi yang 
melanda cunta, yang mengaklbatkan keglatan pembangunan 
desa akan semakin terkalt dengan perkembangan 
intemasional. Sasaran pembanguna, cesa masih belum 
tercapai, dlmana struktur ekonom1 maslh bergeral< tamba! dan 
dldomlnasi oleh sektor primer sehingga masalah yang belum 
sepenuhnya terpecahkan. perlu dilanjutkan upaya 
mengataslnya pada tanun yang akan datang OIP.h karena tu 
parlu terus dlupayakan akseleras1 pertumbuhan ekonom1 dan 
pemerataan pembangunan serta pemenuhen hak-hak daser 
rnasyarakat, penlngkatan kesejahteraan rakyat. dan upaya 
untuk mengurangl kelertinggalan desa. 
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I. PENJELASAN UMUM 

PEDOMAN PENYUSUNAN 
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA 

Dalam konteks Penyelenggarsan Pemerintahan Desa, dalam 
melaksanakao tugas pelayanan, pembangunan desa. serta 
pembinaan masyarakaL maka setain desa me'lli'ilti sumber 
pendapatan asli desa. sesuai dengan Undang-undang Nomor 
32 Tahun 2004 tentang Pemenntahan Daerah, Desa Juga 
bel'hak alas bagtan dart Dana Alokasi Umum yang d1terrna 
oieh Oaerah, serta berdas.irkan Urdang~ndang Nomor 33 
Tahun 2004 tentang Penmbangan Keuangan Pusat dan 
Daerah, dan Undeng-undang Nomor 18 Tatiun 1997 tentan_g 
PaJak Dae·ah dan Retribusi Daerah sebagaimana diubah 
dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 
Bahwa selama lni pela<Sanaan perrbangunan, din1lai belum 
optimal sesuai harapan pemarin!ah dan masyarakat, untuk itu 
penu d1buat dasar hukum yang leb1h kuat teritang mekanisme 
perencanaan pembangunan yang ada di desa, Untuk itu 
sesuai dengan Undang«ldang Nomor 32 Tahun 2004 l!mtang 
Pemerintahan Daerah maka ketentuan mengenal Penyusunan 
Perencanaan Jangka Menengah, dan Jangk2 Pendek, 
d perfukan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Desa (RPJM Dess), Rencana Kerja 
Pembangunan Desa (RKP Desa), dan Pelaksanaan 
Musyawarah Perencanaan Pe,nbangunan Desa perlu d atur 
dengan Peraturan Daerah. 

TENTANG 

PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS 
NOMOR 20 TAHUN 2006 
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Pasa111 

Pasal 8 
Pasal 9 
Pasal 10 

Pasal 15 
Pasal 16 
Pasal 17 

Pasal13 
Pasal 14 

Yang dimaksud unit kcrja teknis adalah 
Unl kerja yang membidangi masalah 
perencanaan yang dilalwkan bersama 
unit kerja laln secara koordinasi 
sehingga menghasil<an perencanaan 
yang komprehensif. 
Cukup jelas. 
Yang dinaksud penundaan bantuan 
APBO seperti penundaan penyaluran 
ADD dan penundean bantuan-bantuan 
lainnya yang berasal darl APBO 
Kabupaten Banyumas. 
Cutcup jelas. 
Cukup jelas. 
Cukup jelas. 

Pasa112 Dalam hal dese menyusun RPJM Desa 
dlbuatdengan slstematilta: 
a. Pendahuluan memuat : Latar 

Belakang, Maksud dan Tujuan, 
Landasan Hukum, Hubungan RPJM 
Oesa dengan Dokumen Perencanaan 
Lalnnya. Sistematlka Penullsan RPJM 
Desa; 

b. Gambaran Umum Kondisi Desa 
memual : Kondisi Geografi, 
Perekonomlan Desa, SOslal Budaya, 
Prasarana dan sarana Desa, 
Pemerintahan Umum; 

c, Visi dan Mlsi memuat . Landasan 
F~osofi Pembangunan, Vis1, Misi; 

d Strategi Pembangunan Desa; 
e. Arah Kebijakan Keuangan Desa 

memuat · Arah Pengelolaan 
Pendapatan Desa, Arah Pengelolaan 
Belanja Desa, Arah Pengelolaan 
Pembiayaan, Kebijakan Umum 
Anggaran: 

f. Program Pembangunan Oesa; 
g. Penutup. 
Cukup jelas. 
Cukup jelas. 
Yang dimaksud dengan lembaga 
kemasyarakatan terdirl atas tokoh 
masyarakat, utusan RTIRW. LPMD atau 
sebutan ta1n, PKK, Karang Taruna, Tokoh 
ll.4asyarakat dan organ1sasi sos,al 
kemasyarakatan yang eda. 
Cukup Jelas. 

Ayat3 


